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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN PEMBUKTIAN UNSUR-
UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG (STUDI
KASUS PUTUSAN 850/Pid.B/2025/PN PIg)

MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA

502022070

Tindak Pidana penggelapan merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda
yang kerap terjadi di masyarakat dan sering berawal dari penyalahgunaan
kepercayaan. Dalam konteks negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan yang merugikan orang lain harus
dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu
bentuk pelanggaran tersebut adalah penguasaan barang milik orang lain secara
melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 KUHP. Fenomena
penggelapan semakin relevan mengingat beragam kasus yang terjadi, termasuk
kasus pada Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN. Plg, di mana pelaku menguasai dan
menggadaikan sepeda motor milik korban tanpa hak. Hal ini menunjukan
pentingnya analisis hukum yang mendalam terkait kriteria serta pembuktian unsur-
unsur penggelapan dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kriteria tindak pidana penggelapan serta menganalisis pembuktian
unsur-unsur dalam Putusan 850/Pid.B/2025/PN Plg. Metode yang digunakan ialah
penelitian hukum normatif melalui studi dokumen, dengan data dari putusan
pengadilan, literatur jurnal, dan peraturan terkait. Analisis dilakukan secara
deskriptif kualitatif dengan menilai kesesuaian fakta persidangan dengan unsur
Pasal 486 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur penggelapan
“barang siapa”, “dengan sengaja”, “melawan hukum”, dan “menguasai barang
milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah
terpenuhi. Pembuktiannya diperkuat oleh keterangan saksi, keterangan terdakwa,
dan surat yang secara meyakinkan menunjukkan adanya penggadaian motor tanpa
izin pemiliknya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa ketelitian dalam
menerapkan unsur penggelapan sangat penting untuk mencegah penyimpangan
makna dan menjaga kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi penegak
hukum dan meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam memberikan
kepercayaan atas barang miliknya.

Kata Kunci : Kriteria Pembuktian, Unsur-Unsur Tindak pidana, Penggelapan
barang.



ABSTRACT

ANALISIS HUKUM TERHADAP KRITERIA DAN PEMBUKTIAN
UNSUR-UNSUR DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG
(STUDI KASUS PUTUSAN 850/Pid.B/2025/PN Plg)

MUHAMMAD KHADAFI PRATAMA

502022070

The crime of embezzlement is one of the crimes against property that often occurs
in society and often begins with abuse of trust. In the context of a state based on the
rule of law as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution, every
action that harms another person must be accounted for based on applicable legal
provisions. One form of such violation is the unlawful possession of another
person's property, as regulated in Article 486 of the Criminal Code. The
phenomenon of embezzlement is increasingly relevant considering the various cases
that have occurred, including the case in Decision Number 850/Pid.B/2025/PN.
Plg, where the perpetrator took control of and pawned the victim's motorcycle
without rights. This shows the importance of in-depth legal analysis related to the
criteria and proof of the elements of embezzlement in criminal justice practice. This
study aims to determine the criteria for the crime of embezzlement and analyze the
proof of the elements in Decision 850/Pid.B/2025/PN Plg. The method used is
normative legal research through document studies, with data from court decisions,
journal literature, and related regulations. The analysis was conducted
descriptively and qualitatively by assessing the suitability of the trial facts with the
elements of Article 486 of the Criminal Code. The results of the study indicate that
all elements of embezzlement "whoever," "intentionally," "against the law," and
"controlling another person's property under his control not because of a crime"
have been fulfilled. The evidence is strengthened by witness statements, the
defendant's statement, and a letter that convincingly shows that there was a
motorcycle pawning without the owner's permission. The conclusion of this study
confirms that accuracy in applying the elements of embezzlement is very important
to prevent deviations in meaning and maintain legal certainty, as well as providing
benefits for law enforcement and increasing public caution in trusting their

property.

Keywords : Evidence Criteria, Elements of Criminal Acts, Embezzlement of Goods.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Menyatakan Negara
Indonesia Adalah Negara Hukum. Artinya, Segala Tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah maupun rakyat harus didasarkan pada hukum dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip ini tegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1)
UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua negara memiliki kedudukan yang sama

dalam hukum dan pemerintah tersebut tanpa pengecualian’.

Hukum Merupakan Suatu Ketentuan, baik yang berbentuk tertulis maupun
tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia serta memberikan
perlindungan dari pernyataan yang bertentangan dengan hukum?. Upaya untuk
menciptakan lingkungan harmonis bukanlah tanggung jawab pemerintah atau
aparat yang berwenang saja melainkan tanggung jawab semua lapisan masyarakat
Indonesia sehingga diharapkan keikut sertaan dalam terealisasinya keinginan
tersebut. Namun tidak lepas dari pernyataan Indonesia adalah negara kepulauan
yang memiliki beranekaragaman suku, budaya, adat istiadat, serta latar pendidikan

yang berbeda-beda.

! Khalisa Hayatuddin, Agus Susanto, Saepuddin Zahri, “Penerapan pasal 281 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perkara Asusila Yang Dilakukan Prajurit TNI (Studi
Kasus Putusan Pengadilan Militer 1-04 Palembang Nomor 21-K/Pm.I-04/Ad/Iv/2021). Jurnal
Hukum Doctrinal Volume 7, Nomor. 2, him.24.

2 Nanda Dwi Rizkia, “Pengantar Hukum Indonesia”, CV. Intelektual Manifesta Media,
Bali, hlm 215.



Tindakan untuk membangun lingkungan yang selaras dan seimbang dalam
konsep negara hukum, Hukum pidana memiliki peran yang sangat penting untuk
menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak setiap individu, serta mencegah
terjadinya penyalahgunaan kepercayaan dalam interkasi antarwarga. Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan (lex generalis) dalam
bahasa latin lex generalis merujuk pada hukum yang bersifat umum, yakni
peraturan atau undang-undang yang memiliki cakupan luas dan tidak terbatas dalam

hukum pidana Indonesia’.

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan
barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik

dengan tujuan untuk menguasai, atau untuk tujuan lain*.
Adapun pengertian tindak pidana penggelapan menurut para ahli yaitu:

1. C.S. T. Kansil
Penggelapan adalah perbuatan seseorang yang secara melawan hukum
menguasai atau memiliki barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang
sebenarnya merupakan milik orang lain, berada padanya bukan karena hasil
suatu kejahatan. Dengan demikian tindakan tersebut dianggap sebagai tindak
pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, yang mengatur mengenai verduistering atau penggelapan’.

3 Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam
Sistem Peradilan Pidana”, Jurnal MMH Vol 44, No 4, 2015, hlm 504.

4 1 Ketut Seregig, Suta Ramadan, D,dkk “analisis Pertimbangan Hakim dalam
Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan ”, Jurnal
of Criminal Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm 104.

5 Xaverly Claudio E.D. Kaparang, Harly Stanly Muaja, dkk “Sanksi Hukum Penggelapan
Dalam Jabatan Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” Jurnal
Lex Privatum Vol. IX/No.13/2021, hlm 82-83.



2. Cleiren
Penggelapan merupakan penyalahgunaan kepercayaan yang pada hakikatnya
berkaitan dengan tindakan menguasai secara melawan hukum suatu barang yang
telah dipercayakan kepada pelaku untuk disimpan atau di kelola®.

3. Tonggat
Penggelapan terjadi apabila suatu benda berada dalam penguasaan seseorang
bukan karena hasil tindak pidana, melainkan di peroleh melalui cara yang sah,
seperti perjanjian penitipan barang atau bentuk perjanjian lainnya. Namun,
ketika orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan atau mengurus benda
tersebut kemudian menguasainya bagi kepentingan pribadi secara melawan
hukum, maka perbuatan itu tergolong sebagai tindak pidana penggelapan.’.

berikut ini dipaparkan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana
penggelapan yang diatur dalam pasal sebagai berikut:

1. Pasal 486 KUHP UU No.1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana):
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang milik
orang lain yang ada salam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pelaku
terancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling
banyak kategori IV (yang setara dengan Rp..500 Juta sesuai UU No. 1 Tahun
2023).

Tindak pidana penggelapan (verduistering) merupakan kejahatan terhadap
harta benda yang diatur dalam bab XXVI Pasal 486 sampai Pasal 491 KUHP.
Dimana penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan
pencurian. Dalam memorie Van Toeliching mengenai penggelapan yaitu secara
melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda
tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan menurut Hoge Raad

menafsirkan bahwa penggelapan merupakan perbuatan menguasai benda milik

orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si

 Anhar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan
Yang Dilakukan Secara Berlanjut” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu
No.12/Pid.B/2009/PN.PL), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, Tahun 2014, him
6.

7 Alesandro Delpiero Manafe, Ariel Samuel Ngahu, dkk “Penggelapan Uang Perusahaan
Oleh Sales Elektronik Sebesar Rp.1,25 M Di Ponorogo” Jurnal Of Comprehensive Science, Vol 3
No. 1 Januari 2024, hlm. 59.



pelaku atas benda tersebut. Sedangkan menurut D. Simons diartikan sebagai
membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat
dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa
kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya®.

Penggelapan dapat dipahami sebagai suatu tindak pidana yang terjadi ketika
suatu barang atau benda milik orang lain berada dalam penguasaan pelaku bukan
karena hasil kejahatan. Biasanya pelaku bermaksud untuk menguasai atau memiliki
barang tersebut. Dengan demikian, perbuatan penggelapan pada dasarnya
menunjukan bahwa pelaku tidak menjalankan kepercayaan yang telah diberikan
kepadanya oleh pihak yang berhak atas barang tersebut.

Penggelapan barang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi
di Tengah masyarakat, mirip dengan pencurian sebagai kejahatan yang umum.
Dalam kondisi sosial saat ini, tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup yang tidak
terpenuhi seringkali mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang
melanggar hukum, termasuk menggelapkan harta benda yang dipercayakan
kepadanya. Berbeda dengan pencurian yang melibatkan pengambilan tanpa izin,
Penggelapan terjadi ketika pelaku sudah memiliki akses atas kuasa atau suatu
barang secara sah, namun kemudian menyalahgunakannya untuk keuntungan
pribadi. Seperti kasus Putusan Nomor 850/P1d.B/2025/PN Plg, pada 29 April 2025,
Irham meminjam sepeda motor yamaha nmax milik candra (adik ipar) yang saat itu
dipakai istrinya Neli Weliyana, Pelaku Irham Dengan alasan meminjam untuk
pulang kekampung Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) selama 1 minggu. Setelah
dipinjamkan motor tersebut oleh Neli Weliyana, Irham tidak mengembalikan motor
tersebut kepada Neli Weliyana. Justru pada Mei 2025 Irham menggadaikan motor
itu kepada seseorang Bernama Ardi (DPO) seharga Rp.4500.000,- dengan janji
ditebus Rp5.000.000,- dalam 2 minggu. Karena tidak bisa menebus, pada 22 Mei
2025 motor itu digadaikan lagi kepada Taufik (DPO) sebesar Rp7.000.000,-. Lalu
uang dari gadaikan tersebut diberikan kepada Ardi dengan total Rp5.000.000 untuk
menutup gadai pertama, sedangkan sisanya dipakai Irham. Akibat perbuatan
tersebut, korban Candra mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000.

8 Herdi Wibowo, Sirrinawati, dkk, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan
Baranng Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia Di Pt. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya”, Jurnal Vol. 1 No. 1,
Juli 2020, hlm 22.



Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, oleh karena itu, penulis
berminat untuk meneliti dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan unsur-
unsur dalam tindak pidana penggelapan barang, untuk maksud tersebut selanjutnya
dirumuskan dalam proposal skripsi yang berjudul: “Analisis Hukum Terhadap
Kriteria Dan Pembuktian Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Penggelapan
Barang Studi Kasus Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada bagian latar belakang di atas, maka untuk memudahkan
proses penelitian. Berangkat dari pernyataan diatas, maka rumusan masalah yang

akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah kriteria tindak pidana penggelapan barang dalam perkara tindak
pidana Studi kasus putusan Nomor (850/Pid.B/2025/PN. Plg)?

2. Bagaimanakah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara
penggelapan barang pada Putusan Nomor (850/Pid.B/2025/PN.Plg)?

C. Ruang Lingkup

Sesuai dengan dengan objek penelitian dan untuk memperjelas batasan
masalah yang akan dibahas dalam menulis ruang lingkup dari penelitian di fokuskan
pada Kriteria penggelapan barang menurut putusan nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg,
selain itu penelitian ini juga menganalisis pembuktian unsur-unsur tindak pidana

dalam perkara penggelapan barang dalam putusan Nomor 8§50/Pid.B/2025/PN.Plg.



D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a)

b)

Untuk mengetahui Kriteria tindak pidana dalam tindak pidana
penggelapan barang (Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN.PIg)
Untuk mengetahui Pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara

penggelapan barang (Putusan Nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg)

2. Manfaat Peneletian

a)

b)

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengembangan Ilmu hukum, khususnya dalam memahami analisis
hukum terhadap kriteria dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana
penggelapan barang. Hasil ini juga dapat menjadi refrensi bagi
akademisi dalam kajian hukum pidana.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan refrensi bagi polisi, jaksa,
hakim, pengacara, dan aparat penegak hukum lainnya dalam menangani

kasus yang terkait mengenai penggelapan barang.



E. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual penelitian ini mencakup topik dan pembahsan yang akan

dibahas, serta istilah dan pembahasan yang terkait dengan judul penelitian:

1.

Analisis Hukum

Analisis Hukum adalah proses sistematis untuk memahami, menguraikan,
dan mengevaluasi isu, fakta, serta peraturan hukum untuk mencapai
kesimpulan atau rekomendasi yang masuk akal. Proses ini meliputi
penerapan aturan hukum pada fakta, penyusunan dokumen hukum, hingga
analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik,
baik dalam praktik hukum sehari-hari maupun dalam evaluasi peraturan
perundang-undangan’.

Pembuktian

Pembuktian merupakan komponen esensial dalam proses peradilan pidana
yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakan berdasarkan
fakta dan bukti yang sah, dalam hukum pidana Indonesia, sistem
pembuktian memainkan peran kunci dalam menentukan apakah seseorang
terdakwa terbukti bersalah atas suatu tindak pidana oleh karena itu
pembuktian harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan aturan
hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil yang diambil di

pengadilan benar-benar mencerminkan keadilan. Pada konteks ini,

°® Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, Mataram 2020, hlm 71.



keabsahan dan kualitas bukti menjadi aspek fundamental untuk menjamin

proses peradilan yang adil'°.

3. Penggelapan
Penggelapan merupakan perbuatan menguasai benda milik orang lain secara
bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas
benda tersebut. Sedangkan menurut D. Simons diartikan sebagai membawa
suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat
dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa
kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya!'!.

4. Barang
Barang merupakan setiap benda baik yang berwujud maupun tidak
berwujud. bergerak atau pun tidak bergerak. yang mempunyai banyak

tujuan seperti diperdagangkan, di pakai, di pergunakan atau dimanfaatkan

oleh konsumen'?.

10 Rohman, Maulid, dkk, “Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia Dan
Tantangan dalam Proses Peradilan”,Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol 1, Nomor 1, 2023
hlm 279-280.

' Herdi Wibowo, Op Cit hlm 22.

12 Heri Prasetyo, “Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi penjualan Barang Dan
Jasa Pada CV. Wijaya Teknik Yogyakarta Barbasis Web”, Jurnal Dasi Vol 13 Nomor 3, 2012, hlm 5.



F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai landasan oleh

penulis dalam mengangkat topik permasalahan yang dibahas, sekaligus menjadi

referensi yang relevan saat melaksanakan penelitian ini:

Tabel 1. 1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

NO | Nama penelitian Judul penelitian Hasil penelitian

1 | Rachmat  Budi | Analisis Hukum Penelitian ini, bertujuan untuk
Reyginal  Putra | Terhadap Tindak membahas mengenai tentang
Iskandar Fakultas | Pidana Penggelapan Analisa Yuridis Terhadap tindak
Hukum Sepeda Motor (Studi pidana penggelapan'>.
Universitas Putusan
Bosowa Makasar | Nomor:438/Pid.B/2020
(2021), (Skripsi) | /PN.Mks)

2 | Muh Thezar | Analisis Yuridis Penelitian ini Bertujuan untuk
Fakultas Syariah | Terhadap Tindak membahas mengenai tentang
Dan Ilmu Hukum | Pidana Penggelapan Analisis Yuridis terhadap tindak
Universitas Islam | Dalam Jabatan (Studi | pidana  penggelapan  dalam
Negeri Alauddin | Putusan Pengadilan jabatan (Studi putusan
Makasar, (2019) | Negeri Makasar pengadilan  negeri  makasar
(Skripsi) Nomor:411/B/2019/PN | Nomor: 411/B/2019/PN. Mks

/ MKS Tahun 2019) Tahun 2019) selanjutnya
dijabarkan kedalam beberapa sub
masalah atau pertanyaan
penelitian, yaitu pertama yang
bahwa bagaimanakah ketentuan
yuridis terhadap tindak pidana
penggelapan dalam jabatan. Serta
bagaimanakah penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana
penggelapan dalam jabatan yang
terjadi di Perusahaan swasta'*.

3 | Andi Ichlasul | Tinjauan Yuridis Penelitian ini bertujuan untuk
Amal Nuzul | Tindak Pidana menganalisis kualifikasi
Departemen Penggelapan Dana perbuatan tindak pidana
Hukum  Pidana | Perusahaan (Studi penggelapan dana Perusahaan

Studi Putusan Nomor 411/B/2019/PN/MKS ", Skripsi 2019.

13 Rachmat Budi Reyginal Putra Iskandar, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penggelapan Sepeda Motor Studi Putusan Nomor 438/Pid.B/2020/PN.Mks”, Skripsi 2019.
14 Muh Thazer, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
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Universitas

Makasar,
(Skripsi)

Fakultas Hukum

Hasanuddin

(2022)

Putusan
Nomor:1026/P1D.B/20
22/PN.Jkt.Pst)

serta menganalisis penerapan
hukum pidana materil terhadap
tindak pidana penggelapan. dana
Perusahaan  dalam  putusan
Nomor
1026/Pid.B/2020/PN.JKT.Pst'>.

Dari beberapa penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian

yang berjudul Analisis Hukum Terhadap Kriteria Dan Pembuktian Unsur-Unsur

Dalam Tindak Pidana Penggelapan Studi Kasus Putusan 850/Pid.B/2025/PN Plg ini

memiliki kebaruan (Novelty) karena:

1.  Objek kasus yang berbeda, yaitu putusan terbaru Pengadilan Negeri

Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN Plg mengenai tindak pidana

penggelapan barang.

2. Fokus utama penelitian terletak pada analisis Kriteria dan Pembuktian unsur-

unsur delik penggelapan (Pasal 486 KUHP) secara sistematis melalui alat

bukti di persidangan.

3. Penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada penegakan hukum,

pertanggungjawaban, dan pertimbangan hakim, Sementara penelitian ini

memusatkan kajian pada proses dan kekuatan pembuktian setiap unsur delik

Pasal 486 KUHP dalam perkara penggelapan barang.

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi sebagai kajian ilmiah

baru dalam bidang hukum pidana, khususnya dalam aspek pembuktian unsur-unsur

tindak pidana penggelapan barang.

15 Andi Ichlasul Amal Nuzul, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dana
Perusahaan Studi Putusan Nomor 1026/PID.B/2022/PN.Jkt.Pst”, Skripsi 2022.
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G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada proposal ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian berupa penelitian hukum normatif (normative legal
research) ini dilakukan secara studi kepustakaan dengan menggunakan tiga
bahan hukum, yaitu hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.
Fokus kajian hukum ini adalah tinjauan pustaka. Artinya mengkaji dan
memperdalam peraturan hukum yang sudah ada dan berlaku saat ini.
Dokumentasi hukum melengkapi dan mendukung dokumentasi hukum
dalam penelitian kepustakaan'¢.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, jenis sumber hukum yang digunakan dalam penelitian
ini adalah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari
kepustakaan. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa dokumen,
artikel dan website yang terkait dengan penelitian ini dalam kajiannya,

sumber bahan hukum yang terdiri dari tiga jenis yaitu:

a. Bahan hukum primer
Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN.Plg
sebagai sumber utama yang menjadi inti penelitian ini, putusan

pengadilan ini menyediakan wawasan yang mendalam mengenai Kriteria

16 Rahmadani, Putri Raodah, “Esensi Perbuatan Pemerintah Dalam Melakukan Kontrak
Kerja sama Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan PihakS wasta”, Jurnal Risalah Kenotariatan Vol
4 Nomor 1, hlm 36.
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dan pembuktian unsur-unsur pidana dalam perkara penggelapan barang.
Analisis terhadap dokumen hukum ini akan membuka tabir kompleksitas
hukum dan sosial yang melatar belakangi kasus penggelapan barang.
b. Bahan Hukum sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang memberikan
penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, yang
mencakup karya ilmiah, Dokumen, Artikel Akademik, serta hasil
penelitian hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.
c. Bahan Hukum Tersier
Sebagai bahan hukum pelengkap terhadap bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya
sesuai dengan pembahasan penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup

membaca dan menganalisis isi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

850/Pid.B/2025/PN Plg, serta melalui studi kepustakaan yang relevan

termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber akademik lainnya,

serta memeriksa peraturan yang berhubungan dengan hukum pidana.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji

aspek-aspek normatif secara yuridis dengan menggunakan metode deskriptif

analisis. Metode ini menjelaskan Gambaran data yang diperoleh dan

mengaitkan satu sama lain untuk mencapai kesimpulan yang bersifat umum.



13

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan

sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat, review studi terdahulu yang relevan, kerangka

konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang mengenai beberapa
pengertian tentang Analisis Hukum, pembuktian, Unsur-Unsur Pidana

Penggelapan Barang.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi pembahasan menguraikan terkait Kriteria unsur-unsur
dalam tindak pidana penggelapan barang (Studi Kasus Putusan PN
Palembang Nomor 850/Pid.B/2025/PN/Plg) dan Pembuktian dalam tindak
pidana  penggelapan Pada  Putusan PN  Palembang Nomor

850/P1d.B/2025/PN/PLG).

BAB IV Penutup

Pada bab ini merupakan bagian penutup dalam bentuk Kesimpulan dan

saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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